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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas pengaturan atas pembayaran melalui sistem 

PayLater pada aplikasi Shopee dan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum 

terhadap pengguna layanan Shopee PayLater di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian 

normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1.  Pengaturan terkait kontrak dalam hukum perdata diatur dalam 

1338 KUHPer. Perlindungan hukum terhadap konsumen pegguna layanan shopee PayLater, PJOK No 

22/2023 menegaskan bagaimana kemudian tanggungjawab PJUK ketika melakukan kelalaian dalam 

proses penyediaan layanan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PJOK No 22/2023, PUJK 

dilekatkan dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan tersebut sebagai 

Upaya pemenuhan perlindungan konsumen pengguna layanan shopee PayLater. 2. Pengaturan terkait 

legalitas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran 

PayLater diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, secara 

eksplisit terkait legalitas pembayaran dalam penggunaan layanan shopee PayLater juga dituangkan 

dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam 

Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya ditegaskan dalam POJK No. 10 /POJK.05/2022 

tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi pada perkembangan serta 

penyempurnaannya, PJOK no 22/2023 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor 

Jasa Keuangan, dalam regulasi ini Otoritas Jasa Keuangan mempertegas posisi Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan (PJUK) dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk melakukan perlindungan hukum 

terhadap konsumen. 

Kata Kunci : perlindungan hukum, konsumen, shopee, paylater 
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Abstract 

This research aims to analyze the legality of payment arrangements through the PayLater system on 

the Shopee application and to examine the legal protection afforded to users of Shopee PayLater 

services in Indonesia. The method used is normative legal research, with the following conclusions: 1. 

Provisions related to contracts in civil law are regulated under Article 1338 of the Indonesian Civil Code 

(KUHPer). Legal protection for consumers using Shopee PayLater services is emphasized in Financial 

Services Authority Regulation (POJK) No. 22/2023, which outlines the responsibilities of Financial 

Services Providers (PUJK) in cases of negligence in providing services. Based on the provisions of POJK 

No. 22/2023, PUJK may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. These 

provisions serve as a legal effort to ensure consumer protection for users of Shopee PayLater. 2. The 

legal framework for consumer protection in Shopee's PayLater payment system is governed by Law 

No. 8 of 1999 on Consumer Protection. The legality of PayLater payment services is also explicitly 

outlined in Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Information 

Technology-Based Lending Services, and further affirmed in POJK No. 10/POJK.05/2022 on Information 

Technology-Based Joint Funding Services. The most recent development, POJK No. 22/2023 on 

Consumer and Public Protection in the Financial Services Sector, strengthens the regulatory role of the 

Financial Services Authority (OJK) by affirming the obligations of Financial Services Business Actors 

(PJUK) to provide legal protection to consumers in the conduct of their business activities. 

Keywords: legal protection, consumer, Shopee, PayLater 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu kemajuan teknologi yang banyak digunakan oleh masyarakat sebagai 

konsumen maupun perusahaan adalah internet. Penggunaan layanan berupa e-commerce 

yang dapat dinikmaiti oleh konsumen maupun perusahaan sendiri maka layanan yang 

diinginkan konsumen oleh konsumen ditindaklanjuti secepat mungkin oleh pihak 

perushaan, sehingga perusahaan tersebut akan mampu memberikan pelayanaan terbaik 

bagi para konsumen dikarenakan akses informasi yang diterima cepat karena bantuan dari 

jaringan internet. Dengan adanya layanan e-commerce maka konsumen dapat memperoleh 

serta melakukan pemesanan produk atau jasa dari berbagai tempat dengan mudah. 

Lahirnya perusahaan fintech yang memiliki basis sebuah layanan berupa pinjam 

meminjam uang secara sistem teknologi informasi mengkibatkan sebuah hubungan antara 

para pihak tidak bersifat langsung (face to face) atau secara tatap muka, melainkan hanya 

terjalin secara sistem elektronik. Salah satu contoh perusahaan yang bergerak dalam 

keuangan digital kepada masyarakat dengan basis informasi dan teknologi adalah Shopee. 

Dalam hal ini, Shopee merupakan market place yang memberikan layanan pinjam 

meminjam uang dengan produk layanan bernama Shopee PayLater yang bertujuan untuk 
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memudahkan konsumen pengguna aplikasi Shopee untuk membeli barang kebutuhan yang 

ada di aplikasinya sendiri. 

Shopee adalah salah satu aplikasi yang popular digunakan saat ini. Shopee merupakan 

aplikasi belanja online yang terdepan di Asia Tenggara dan Taiwan. Shopee adalah sebuah 

aplikasi yang bergerak dibidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah 

menggunakan smartphone. Shopee PayLater merupakan metode pembayaran dimana 

pembeli bisa membeli barang saat ini namun pembayarannya menyusul. Dengan kata lain, 

Shopee akan meminjamkan sejumlah uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. 

Shopee PayLater adalah salah satu bentuk perusahaan yang memiliki bentuk usaha digital. 

Perusahaan digital dalam aplikasi Shopee secara spesifik bergerak dalam bidang ekonomi 

(fintech) yang bisa di unduh dalam smartphone. Hal ini menjadi fakot pendukung 

perkembangan perusahaan fintech berkembang secara pesat. Shopee sebagai pelaku usaha 

yang bergerak dalam ekonomi digital dengan bentuk apliaksi memberikan kemudahaan 

untuk konsumen sebgai pengguna untuk melakukan transkasi di dalam aplikasi. 

Penggunaan Shopee PayLater tidak terlepas dari terciptanya sebuah perjanjian antara 

pihak penyedia layanan PayLater (bayar nanti), dengan penggunanya. Bentuk perjanjian 

yang digunakan dalam e-commerce adalah perjanjian elektronik, dalam dunia teknologi 

informasi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan sebutan click-wrap agreement. 

Secara sederhana, perjanjian ini digunakan menentukan kata sepakat dalam e-contract 

ketika pihak yang menerima penawaran melakukan 'click' pada bagian persetujuan atau 

agreement. Oleh karena itu diperlukan kesadaran hukum agar tidak terjadi pengulangan 

kasus yang sama.  

Seiring perkembangan waktu dan teknologi hari ini, kebebasan berkontrak banyak 

melahirkan variasi baru dalam model penerapannya, salah satunya kontrak elektronik (e 

contract). Kontrak elektronik (e-contract) merupakan kontrak yang terjadi akibat suatu 

transaksi komersial elektronik (e-commerce). Kontrak elektronik sangat terkait erat dengan 

perjanjian baku, terutama dalam transaksi online. Banyak platform e-commerce, penyedia 

layanan digital, dan perusahaan teknologi yang menggunakan perjanjian baku dalam 

bentuk kontrak elektronik untuk menyederhanakan proses transaksi.  

Perjanjian baku sering kali menimbulkan masalah, terutama terkait dengan adanya 

syarat-syarat eksemsi (eksonerasi) yang memihak salah satu pihak. Syarat-syarat eksemsi ini 

sering kali disusun sedemikian rupa untuk menguntungkan pihak yang lebih kuat, seperti 

produsen atau penyedia jasa, sementara pihak yang lebih lemah, seperti konsumen, 

terpaksa menerima ketentuan tersebut tanpa bisa bernegosiasi. Fenomena ini juga dikenal 

dengan istilah "perjanjian adhesi," di mana pihak yang posisi tawarnya lemah, dalam hal ini 
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konsumen, tidak memiliki banyak ruang untuk meminta perubahan atau renegosiasi 

terhadap isi perjanjian. 

Permasalahan yang sering terjadi dalam penggunaan shopee PayLater yang 

menganut prinsip perjanjian baku adalah dominasi pelaku usaha yang dalam hal ini shopee, 

yang mengakibatkan tidak terlaksananya komunikasi yang baik antara kedua bel pihak yang 

membuat kontrak misalnya dalam kasus IR konsumen yang ingin melunasi tagihan shopee 

PayLater lewat komunikasi via chat shopee, tetapi kemudian direspon kurang baik oleh 

shopee yang dlam hal ini, IR upaya pelunasan tagihannya tidak diproses dan bahkan 

direpon tidak bisa diproses oleh pihak shopee, artinya hal tersebut adalah tindakan yang 

kurang kooperatif oleh pihak perusahaan yang dalam hal ini shoope, berangkat dari hal 

tersebut seringkali terjadi wanprestasi yang dalam hal ini pengguna shopee PayLater tidak 

kemudian melaksanakan kewajibannya dalam membayar tagihan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji 

peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berkaitan dengan perlindungan 

terhadap pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran paylater. Pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan 

konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk 

menelaah regulasi yang relevan, sedangkan pendekatan konseptual bertujuan untuk 

menggali asas hukum dan doktrin yang mendasari konsep perlindungan hukum terhadap 

pengguna aplikasi shopee dengan sistem pembayaran paylater. Teknik pengumpulan 

bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen terhadap regulasi 

serta literatur yang berkaitan. Semua bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara 

deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan dan menghubungkan bahan hukum 

berdasarkan relevansi terhadap permasalahan yang dikaji, untuk kemudian disimpulkan 

secara sistematis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Layanan Shopee PayLater di Indonesia 

Perlindungan hukum memiliki fungsi hukum bekerja untuk mencapai tujuan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum, perlindungan hukum adalah perlindungan yang 

diberikan kepada subyek hukum melalui penegakan hukum, baik secara preventif 

(pencegahan) maupun represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis.  

Upaya perlindungan hukum merujuk pada serangkaian tindakan yang diambil untuk 
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melindungi hak-hak individu atau kelompok serta menegakkan keadilan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup penggunaan lembaga hukum, proses hukum, 

dan sistem pengadilan untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama 

terhadap keadilan dan perlakuan yang adil di bawah hukum. 

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan 

perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi 

kebutuhannya dari hal hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang 

hukumistilah ini masih relatif baru khususnya di Indonesia sedangkan di negara maju, hal ini 

mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industri dan teknologi. Perlindungan 

konsumen sendiri meliputi sektor jasa keuangan elektronik, yang dalam hal ini aktifitas 

shopee PayLater, Dalam proses penggunaan layanan shopee PayLater ini tentu tidak 

terlepas dari permaslahan atntar kedua pihak, misalnya ketika pengguna layanan yang 

dalam hal ini kreditur tidak melakukan kewajibannya atau terlambat memenuhi 

kewajibannya (wanprestasi). 

Permasalahan muncul dari kekurangan shopee pay later yaitu banyaknya pengguna 

yang mengeluh karena adanya beberapa kendala yang terjadi dalam penggunaan shopee 

pay later. Kendala-kendala tersebut seperti telah membayar tagihan-tagihan dan telah 

dinyatakan lunas namun limit shopee pay later tidak kunjung kembali, penagihan shopee 

pay later yang mengganggu, pelunasan seluruh tagihan shopee pay later yang dipersulit, 

sudah membayar tunggakan utang ke shopee pay later tapi belum ada kabar. Perlindungan 

konsumen juga tidak terlepas dari bagaimana perlindungan terhadap pengguna layanan 

shopee PayLater yang slanjutnya disebut dengan konsumen oleh Pelaku Usaha Jasa 

Keuangan (PJUK), dalam hal ini Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 22 Tahun 2023 

Mengatur bagaimana perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, dalam pasal 2 

PJOK no 22/2023 mengatur secara jelas terkait status shopee sebagai PJUK, tepatnya dalam 

poin a. Dalam hal pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK) 

diatur dalam pasal 3 PJOK no 22/2023, ayat (1) PUJK dalam menyelenggarakan kegiatan 

usaha wajib menerapkan prinsip Pelindungan Konsumen. Ayat (2) Pelindungan Konsumen 

di sektor jasa keuangan menerapkan prinsip: 

1. edukasi yang memadai; 

2. keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan; 

3. perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab; 

4. pelindungan aset, privasi, dan data Konsumen; 

5. penanganan Pengaduan dan penyelesaian Sengketa yang efektif dan efisien; 

6. penegakan kepatuhan; dan 
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7. persaingan yang sehat. 

Secara eksplisit pengaturan terkait perlindungan konsumen dalam sektor jasa 

keuangan yang dalam hal ini shopee dalam layanannya PayLater sampai saat ini tentu sudah 

terakommodir dalam beberapa regulasi, tetapi pengaturan tersebut tidak terlepas dari 

permaslahan dalam penggunaan layanan shopee PayLater yang dalam pelaksaannya 

menggunakan sistem kontrak baku, klausula baku yang tercantum dalam aplikiasi Shopee 

ini sudah mendapatkan izin dari OJK sebagai lembaga keamanan negara dalam hal 

mengatur dan mengawasi terhadap sektor jasa keuangan. Terkait dengan hal tersebut maka 

bahwasannya dapat dilihat klausula baku dalam aplikasi Shoppe ini tidak menerapkan asas 

keseimbangan dikarenakan klausula baku yang digunakan dalam sistem pembayaran 

Shopee PayLater tersebut dibuat lansung oleh perusahaan Shopee sehingga setiap 

pengguna hanya perlu menyetujui perjanjian yang telah dibuat. Sebagaimana hal ini maka 

artinya klausula baku tersebut tidak memiliki sifat negosiasi antar para pihak (take it or laeve 

it).  

Dalam rangka melindungi dan memperkuat kedudukan konsumen, maka dalam UUPK 

tepatnya pada Pasal 23 dikatakan bahwa konsumen diberikan hak untuk menggugat pelaku 

usaha kepada badan penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian 

Sengketa Konsumen (BPSK). Hal ini dikembalikan kepada konsumen dikarenakan dalam 

pasal 45 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa penyelesaian sebuah sengketa konsumen juga 

dapat menggugat pada pengadilan atau diluar pengadilan tergantung pada para pihak 

yang bersengketa. Dari pasal-pasal diatas dapat disimpulkan bahwa ada dua cara dalam 

menyelesaikan pokok permasalahan tersebut yaitu : Penyelesaian secara damai serta 

penyelesaian dalam lembaga, Penyelesaian secara litigasi atau dalam pengadilan. 

Berlandaskan pada hal diatas, dapat dilihat bahwa UUPK disini tujuan awal dari Pasal 

45 ayat (2) UUPK yaitu mengonsepsikan bahwa para pihak yang bersengketa sebaiknya 

menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara damai terlebih dahulu untuk diusahakan para 

pihak sebelum melakukan penyelseaian melalui BPSK dan peradilan. Kesepakatan yang 

terjadi antara konsumen dengan pihak perusahaan aplikasi Shopee dengan menggunakan 

sistem PayLater mengambarkan konsumen tersebut telah percaya terhadap aplikasi Shopee 

dengan memenuhi segala kewajiban yang ada sehingga tidak bertentangan dengan 

undang-undang yang berlaku.  

Berlandaskan hal ini maka dapat dilihat bahwa pelaku usaha disini yang dalam hal ini 

Shopee sangat menunjukan kedominannya dalam hal ini tidak kemudian menjalankan 

komunikasi yang baik dengan konsumen. Kerugian yang dialami konsumen di anggap 

perusahaan melanggar asas pacta sunt servanda. Sebagaimana hal ini maka apabila 
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konsumen merasakan klausula tersebut memberatkan sesuai dengan Pasal 1365 

KUHPerdata, maka pengguna Shopee PayLater dapat menjadi acuan dalam hal 

membatalkan perjanjian klausula baku akibat indikasi terjadinya perbuatan melawan hukum.  

Sebagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen selaku pengguna apliaksi 

Shopee PayLater maka bahwasannya dengan adanya praktik kenaikan bunga yang terjadi 

dalam perusahaan Shopee maka bentuk perbuatan melawan hukum sesuai yaitu Shopee 

melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak mengikuti peraturan pasal 18 ayat 2 

UUPK sebagai acuan dalam hal pembuatan kontrak baku. Dari sini artinya dengan tindakan 

perusahaan Shopee yang telah melakukan tindakan melawan hukum sehingga 

menyebabkan konsumen sebagai pengguna semakin terhambat untuk melunasi kredit 

tersebut tentunya tindakan ini akan merugikan para pengguna sehingga artinya konsumen 

mengalami kerugian.  

Adapun akibat hukum atas indikasi tindakan perbuatan melawan hukum  yang 

dilakukan Shopee tersebut dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi sesuai dengan 

pasal 1365 KUHPerdata. Mengacu terhadap hal diatas dengan adanya praktik yang demikian 

memberatkan salah satu pihaknnya yang dalam hal ini para pengguna selaku konsumen, 

maka akibat hukum yang paling tepat menurut penulis selaku konsumen yaitu dengan 

pembatalan perjanjian sebagaimana Pasal 1266 KUHPerdata. Adapun bunyi yang 

diamanatkan dalam Pasal 1266 KUHPerdata yaitu sebagai berikut : “Syarat batal dianggap 

selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal- balik, andai kata salah satu pihak tidak 

memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi 

pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, 

meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam 

persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka hakim dengan 

melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka-waktu untuk 

memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan” 

  

B. Legalitas Sistem Pembayaran Pada Shoope PayLater 

Pinjam-meminjam online atau kredit online sudah diatur dalam Otoritas Jasa 

Keuangan No. 77/POJK.1.2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi 

Informasi. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pinjam meminjam pasal 1 angka (3) 

adalah “layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah 

penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan 

penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata 

uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan 
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internet”. Shopee PayLater merupakan produk layanan pinjaman yang dalam hal ini 

disediakan oleh : 

1. Pihak penyelenggara pinjaman yaitu PT Lentera Dana Nusantara, berupa cicilan 1x/Beli 

Sekarang Bayar Nanti. 

2. Perusahaan pembiayaan PT Commerce Finance, berupa cicilan 2x, 3x, 6x,dan 12x.  

Dalam proses penyelesaiannya Proses penyelesaian sengketa terkait Shopee PayLater 

diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Indonesia, khususnya terkait 

dengan perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa elektronik. Sebagai awal, jika 

terjadi sengketa antara pengguna dan penyedia layanan, yaitu Shopee, konsumen memiliki 

hak untuk mengajukan keluhan atau pengaduan terlebih dahulu kepada pihak Shopee 

melalui saluran yang telah disediakan. Pengaduan ini bisa dilakukan melalui aplikasi, email, 

atau layanan pelanggan Shopee. Proses pengaduan ini menjadi langkah awal yang 

diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan secara damai dan tanpa perlu melibatkan 

pihak ketiga. 

Jika pengaduan konsumen tidak mendapatkan penyelesaian yang memuaskan atau 

sengketa tetap berlanjut, langkah selanjutnya adalah mediasi. Mediasi ini dapat dilakukan 

melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang merupakan lembaga yang 

berfungsi untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tanpa 

melibatkan pengadilan. BPSK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang 

timbul dari transaksi elektronik, termasuk layanan seperti Shopee PayLater, dengan 

memberikan keputusan yang mengikat bagi kedua belah pihak. Apabila sengketa tetap 

tidak terselesaikan melalui mediasi, konsumen memiliki hak untuk membawa perkara 

tersebut ke pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa akan mengacu pada Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan-peraturan 

terkait transaksi elektronik, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik 

(ITE).  

Berdasarkan penjelasan di atas adapun yang dalam hal ini menjadi landasan hukum 

terkait system pembayaran shopee PayLater, seiring perkembangan waktu sistem 

pembayaran mendapatkan banyak sekali pembaharuan, misalnya transaksi elektronik. 

Menurut UU No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi Dan Transaksi Elekronik (ITE) Pasal 1 

Ayat (2)” Transaksi Elektonik merupakan perbuatan hukum dilakukan menggunakan 

komputer,jaringan komputer,dan/atau media elektronik lainnya”. Menurut Pasal 18 ayat (4) 

UU Nomer 11 Tahun 2008 ITE “para pihak memiki kewenangan untuk menetapkan forum 

pengadilan,arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang 
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berkewenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektoronik 

internasional yang dibuatnya”. 

Berbicara terkait kontrak, shoope PayLater sendiri mengandung sistem kontrak baku 

yang dalam hal ini, tujuan pembuatan perjanjian baku adalah sama dengan tujuan 

perjanjian pada umumnya. Untuk mencapai tujuan tersebut haruslah memperhatikan asas-

asas yang ada didalam hukum perjanjian. Salah satu asas yang harus diperhatikan adalah 

asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang 

memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu perjanjian 

dengan siapapun dan untuk hal apapun. Pada dasarnya asas kebebasan berkontrak 

mengutamakan kebebasan dan kesederajatan setiap pihak. Hukum menghendaki perlakuan 

yang sama untuk semua orang, serta diaturnya dalam ketentuan hukum, inilah yang 

dinamakan dengan persamaan hak. Asas kebebasan berkontrak ini merupakan refleksi dari 

sistem terbuka dari hukum perjanjian tersebut. 

Penggunaan sistem pembayaran digital, khususnya Shopee PayLater "Bayar Nanti", 

telah menjadi salah satu tren yang signifikan dalam transaksi e-commerce di Indonesia. 

Mahasiswa, sebagai salah satu kelompok konsumen utama, turut terlibat dalam 

penggunaan sistem pembayaran ini. Mahasiswa merupakan kelompok yang rentan 

terhadap perubahan tren belanja dan transaksi keuangan, serta memiliki risiko yang tinggi 

terhadap perilaku konsumtif. Dalam konteks ini, penggunaan sistem pembayaran seperti 

Shopee PayLater "Bayar Nanti" dapat memperkuat kecenderungan perilaku konsumtif pada 

mahasiswa. Keterlibatan dalam belanja online dengan kemudahan pembayaran nanti dapat 

memicu pembelian impulsif, penumpukan hutang, dan ketidakstabilan keuangan yang 

dapat berdampak negatif pada kondisi finansial. 

Shopee PayLater sebagai metode pembayaran di platform Shopee, memang 

mengadopsi sistem kontrak baku dalam penerapan layanannya. Dalam hal ini, pengguna 

yang ingin menggunakan Shopee PayLater untuk berbelanja atau membeli barang dengan 

pembayaran setelahnya, secara otomatis akan terikat pada ketentuan yang ditetapkan oleh 

Shopee. Sistem kontrak baku ini merujuk pada perjanjian yang disusun sepihak oleh pihak 

Shopee sebagai penyedia layanan, di mana pengguna sebagai pihak penerima tidak dapat 

mengubah atau menegosiasikan isi dari kontrak tersebut. Kontrak ini berfungsi untuk 

mengatur hubungan antara Shopee sebagai penyedia layanan pembayaran dan 

penggunanya yang memanfaatkan fitur Shopee PayLater. 

Sebagai kontrak baku, seluruh syarat dan ketentuan dalam Shopee PayLater sudah 

ditetapkan sebelumnya oleh Shopee dan biasanya disediakan dalam bentuk syarat dan 

ketentuan layanan yang dapat diakses oleh pengguna. Pengguna hanya dapat menerima 
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atau menolak perjanjian ini ketika memutuskan untuk menggunakan layanan Shopee 

PayLater. Dalam hal ini, tidak ada ruang untuk perubahan ketentuan yang dapat dilakukan 

oleh pengguna, meskipun mereka memiliki hak untuk memahami dan mengetahui dengan 

jelas ketentuan tersebut sebelum melanjutkan transaksi. 

Sistem kontrak baku ini mengatur berbagai aspek penting dalam penggunaan Shopee 

PayLater, seperti batas kredit yang diberikan, bunga yang dikenakan pada cicilan, biaya 

administrasi, hingga denda keterlambatan. Pengguna yang memilih untuk menggunakan 

Shopee PayLater sebagai metode pembayaran di Shopee secara otomatis menyetujui 

ketentuan tersebut. Misalnya, jika pengguna memilih opsi cicilan, kontrak baku ini akan 

mengatur berapa lama cicilan berlangsung (misalnya 3, 6, atau 12 bulan), besaran bunga 

yang akan dikenakan, serta biaya administrasi yang terkait. Shopee berhak untuk 

memperbarui syarat dan ketentuan tersebut sesuai dengan kebijakan mereka, dengan 

ketentuan bahwa pengguna tetap wajib mengikuti aturan yang telah ditetapkan. 

Meskipun berbentuk kontrak baku, Shopee memberikan kesempatan kepada 

penggunanya untuk membaca dan memahami isi dari kontrak tersebut sebelum 

menggunakan layanan Shopee PayLater. Dalam praktiknya, pada saat pengguna memilih 

metode pembayaran Shopee PayLater, mereka akan diminta untuk menyetujui syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Jika pengguna tidak menyetujui ketentuan tersebut, mereka tidak 

dapat menggunakan fitur Shopee PayLater untuk melakukan pembayaran. Hal ini 

memastikan bahwa semua pengguna yang memanfaatkan fitur ini telah memahami dan 

setuju dengan ketentuan yang berlaku di Shopee. Namun, kelemahan dari kontrak baku 

adalah bahwa pengguna seringkali tidak dapat bernegosiasi mengenai ketentuan yang ada, 

seperti besaran bunga, biaya administrasi, atau jadwal pembayaran. Semua hal tersebut 

telah ditetapkan oleh Shopee sebagai pihak yang menyediakan layanan. Pengguna yang 

ingin menggunakan Shopee PayLater harus menerima ketentuan ini tanpa bisa mengubah 

atau menegosiasikan isi dari kontrak baku tersebut. Oleh karena itu, pengguna diharapkan 

untuk benar-benar memahami dan mempertimbangkan ketentuan yang ada sebelum 

memutuskan untuk menggunakan layanan ini. 

Secara keseluruhan, sistem pembayaran Shopee PayLater yang menganut kontrak 

baku memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pengguna dalam berbelanja dan 

membayar di kemudian hari. Namun, kontrak baku ini juga memiliki keterbatasan dalam hal 

fleksibilitas bagi pengguna untuk mengubah ketentuan yang ada. Oleh karena itu, 

pengguna harus cermat dalam membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan 

yang berlaku agar tidak terjebak dalam situasi yang merugikan, seperti keterlambatan 

pembayaran yang dapat dikenakan biaya denda atau bunga yang tinggi. 
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Dalam pelaksanaan pembayaran Shopee PayLater tentu memiliki beberapa aturan 

yang kemudian melandasi terkait legalitasnya. Pengaturan-pengaturan ini yang kemudian 

disebut sebagai legalitas dalam hal aktifitas jual beli dan/atau transaksi online. Salah satu 

perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah perjanjian jual 

beli. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak 

yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari 

satu pihak perbautan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan 

membeli. Istilah yang mencakup 2 (dua) perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai 

dengan istilah koop en verkoop yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu 

verkoopt (menjual) sedangkan yang lainnya koopt (membeli). Dalam bahasa Inggris, jual 

beli disebut dengan hanya sale saja yang berarti penjualan (hanya dilihat dari sudutnya si 

penjual). 

Atas dasar itu, maka untuk melihat pengaturan hukum dan mekanisme jual beli online 

melalui Shopee PayLater menurut Hukum Positif Indonesia juga harus memperhatikan 

ketentuan hukum secara umum yang ada dalam KUH Perdata, dengan kata lain sebelum 

perjanjian jual beli online melalui shopee PayLater tersebut berjalan tetap tidak boleh 

melanggar ketentuan umum perjanjian jual beli yang ada dalam KUH Perdata, temrasuk 

harus memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUH Perdata. 

Secara yuridis jual beli online termasuk dalam bagian transaksi online yagn diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Undang-Undang 

No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang dikenal dengan sebutan UU ITE merupakan 

Undang-Undang yang dibuat dalam rangka untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan 

informasi dan transaksi yang dilakukan secara elektronik. UU ITE sendiri pada dasarnya 

merupakan Undang-Undang utama atau Undang-Undang induk yang mengatur tentang 

kegiatan informasi dan transaksi elektronik. Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU 

ITE ialah: “Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi 

tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data 

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau 

sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang 

memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.” 

Dalam ranah hukum perdata sendiri mengatur terkait kontrak elektronik itu sendiri 

yang dalam hal ini. Hukum kontrak di Indonesia pada dasarnya diatur oleh Buku III 
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KUHPerdata yang menganut sistem terbuka. Sistem terbuka yang dimaksud ialah dimana 

KUHPerdata memberikan kebebasan bagi setiap orang yang ingin membuat kontrak untuk 

menentukan sendiri bentuk, isi, ataupun dengan siapa kontrak tersebut hendak dibuat. Hal 

ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdata yang menyatakan demikian: 

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-

undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain 

dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh 

undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.” 

Adapun meski KUHPerdata memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk 

mengadakan suatu kontrak sesuai dengan kehendaknya, tetapi kontrak tersebut harus 

memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. 

Terdapat 4 syarat dalam syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan antar pihak, cakap 

untuk bertindak, adanya suatu hal tertentu, dan karena sebab yang halal.  

Pengaturan layanan jasa jual beli secara online menurut  Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi (POJK No. 77 Tahun 2016), melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK 

menerbitkan POJK No. 77 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis 

Teknologi Informasi. Pengertian terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi 

informasi diatur dalam Pasal 1 angka 3 POJK No. 77 Tahun 2016 yang berbunyi: “Layanan 

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa 

keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam 

rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung 

melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.” 

Dari pengertian yang diberikan oleh POJK No. 77 Tahun 2016 di atas, dapat diketahui 

bahwa layanan jual beli secara online berbasis teknologi pada dasarnya ditujukan agar 

debitur dan kreditur dapan bertemu dan membuat perjanjian pinjam meminjam secara 

daring. Disamping itu, di dalam pengertian tersebut juga ditegaskan bahwa layanan pinjam 

meminjam yang dilakukan secara daring tersebut wajib menggunakan mata uang rupiah. 

Jual beli secara online Selanjutnya dalam Pasal 20 diatur pula bahwa perjanjian jual beli 

secara online juga dituangkan dalam dokumen elektronik.  

Adapun menurut Pasal 1 angka 12 POJK No. 77 Tahun 2016, dokumen elektronik 

didefinisikan sebagai berikut: “Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang 

dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, 

elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau 

didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada 
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tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode 

akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang 

yang mampu memahaminya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.” 

Shopee PayLater sebagai layanan pembayaran berbasis teknologi yang 

memungkinkan konsumen membeli barang dan membayar di kemudian hari, memiliki 

hubungan yang erat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 

13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. POJK No. 13 

Tahun 2018 mengatur tentang penyelenggaraan inovasi keuangan digital dalam sektor jasa 

keuangan di Indonesia, dan memberikan pedoman bagi penyelenggara layanan seperti 

Shopee PayLater untuk beroperasi dalam kerangka hukum yang jelas.  

POJK No. 13 Tahun 2018 menjadi landasan hukum bagi inovasi teknologi dalam sektor 

keuangan, termasuk layanan pinjaman digital seperti Shopee PayLater. Salah satu tujuan 

utama POJK ini adalah untuk mendorong pengembangan teknologi finansial (fintech) yang 

aman, efisien, dan inklusif. Shopee PayLater merupakan contoh nyata dari inovasi keuangan 

digital, di mana pengguna dapat melakukan pembelian barang secara kredit dan membayar 

nanti melalui platform digital Shopee. Dengan beroperasi sesuai dengan ketentuan POJK 

ini, Shopee PayLater memastikan bahwa layanannya berfungsi sebagai inovasi keuangan 

yang sah dan terkontrol oleh otoritas yang berwenang. 

 Terbitnya POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama 

Berbasis Teknologi Informasi. Pada dasarnya peraturan Otoritas Jasa Keunagan yang baru 

ini ditujukan untuk menyempurnakan ketentuan dari POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang 

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang sudah terlebih dahulu 

di keluarkan oleh pemerintah dalam hal ini OJK. Dalam POJK No. 10 Tahun 2022 ini lebih 

membahas secara lebih dalam terkait peraturan tentang perusahaan penyelenggara demi 

menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan transaksi digital. Pada Pasal 1 angka 1 POJK 

ini, dijelaskan bahwa layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi atau yang 

disebut juga dengan LPBBTI merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang 

bertujuan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan 

pendanaan konvensional melalui sistem elektronik dengan menggunakan media internet. 

Dalam hal ini, Shopee dapat digolongkan sebagai salah satu penyelenggara LPBBTI karena 

Shopee menyediakan layanan Shopee PayLater yang mana kegiatannya sejalan dengan 

penjelasan yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 POJK di atas.  

Dalam Pasal 44 POJK No. 10 Tahun 2022 ini dapat ditemukan pengaturan yang 

komperhensif terkait kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dalam 
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menaankan kegiatan usahanya. Selanjutnya, dalam Pasal 111 juga dijabarkan terkait dengan 

larangan-larangan bagi pihak penyelenggara demi menciptakan kepastian hukum. Adapun 

salah satu ketentuan yang menarik perhatian adalah pada Pasal 37 yang menyatakan bahwa 

dalam perjanjian yang dilakukan dalam bentuk elektronik penyelenggara harus meminta 

tanda tangan elektronik. Hal ini tentunya dapat lebih memberkan jaminan kepastian hukum 

baik bagi pihak penyelenggra maupun bagi konsumen. 

Dari pasal diatas dapat diketahui bahwa pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang 

baru ini lebih memperketat atau memperbanyak ketentuan yang harus dipenuhi konsumen 

agar terciptanya sebuah keamanan dalam melakukan suatu transaksi perjanjian dalam 

bentuk digital dengan menyertakan sebuah tanda tangan dengan bentuk elektronik agar 

dianggap perjanjian itu sah sesuai dengan peraturan yang baru ini. Dari penjelasan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa Shopee dengan PayLater pada dasarnya merupakan perusahaan 

penyelenggara jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis aplikasi fintech. Adapun 

Shopee PayLater dalam menyelenggarakan usahanya juga telah memenuhi pengaturan 

tentang tata cara penyelenggaraan jasa layanan pinjam meminjam uang berbasis elektronik 

sesuai dengan UU ITE dan POJK No. 77 Tahun 2016. POJK No. 10 Tahun 2022 yang mengatur 

tentang penyelenggaraan jasa layanan pinjam meminjam berbasis elektronik. Selain itu, 

Shopee PayLater juga telah terdaftar di OJK selaku badan yang berwenang untuk 

mengawasi perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa keuangan. Oleh karena itu, 

dapat disimpulkan bahwa Shopee PayLater merupakan perusahaan penyedia jasa layanan 

pinjam meminjam uang berbasis elektronik yang sah karena telah memenuhi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

 

 

 

SIMPULAN 

Dari pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan terkait kontrak dalam hukum perdata diatur dalam 1338 KUHper, 

pelaksanaan kontrak sering kali menimbulkan permasalahan hukum baik bagi pelaku 

usaha maupun kosnumen, dalam upaya melakukan perlindungan hukum terhadap 

konsumen pegguna layanan shopee PayLater, PJOK No 22/2023 menegaskan 

bagaimana kemudian tanggungjawab PJUK ketika melakukan kelalaian dalam proses 

penyediaan layanan, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PJOK No 22/2023, 

PUJK dilekatkan dengan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, dalam hal ini ketentuan 
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tersebut sebagai Upaya pemenuhan perlindungan konsumen pengguna layanan 

shopee PayLater.  

2. Pengaturan terkait legalitas terkait perlindungan hukum terhadap pengguna aplikasi 

shopee dengan sistem pembayaran PayLater diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, secara eksplisit terkait legalitas 

pembayaran dalam penggunaan layanan shopee PayLater juga dituangkan dalam 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam 

Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang selanjutnya ditegaskan dalam 

POJK No. 10 /POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi 

Informasi pada perkembangan serta penyempurnaannya, PJOK no 22/2023 Tentang 

Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, dalam regulasi ini 

Otoritas Jasa Keuangan mempertegas posisi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PJUK) 

dalam pelaksanaan kegiatan usahanya untuk melakukan perlindungan hukum 

terhadap konsumen. 
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